A. Kesimpulan

1.

Merujuk pada penjelasan yang telah dijabarkan dari Bab I, Bab II, Bab III,

Bab IV, kini tiba saatnya untuk memberikan suatu kesimpulan dari penelitian
ini. Kesimpulan adalah jawaban pokok daripada pokok permasalahan yang
menjadi dasar penelitian skripsi ini. Kesimpulan dari penelitian skripsi ini adalah

sebagai berikut:

Apakah Yayasan dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 1 angka 34 Undang -
Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup?

1.1 Dalam Pasal 1 angka 32 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak
menjelaskan secara jelas mengenai kata “setiap orang” karena hanya
menyebutkan orang perseorangan dan badan usaha, tidak menyebutkan secara
jelas subjek hukum badan hukum yang bukan badan usaha termasuk “setiap
orang” dari undang - undang tersebut atau tidak, sehingga Yayasan yang bukan
sebagai badan usaha yang mencemari lingkungan hidup tidak jelas apakah
dapat dipidana atau tidak menurut undang-undang tersebut.

1.2 Yayasan sebagai badan hukum yang bersifat nirlaba dapat melakukan kegiatan
usaha selama sesuai dengan maksud dan tujuan tertentu seperti sosial, agama,
pendidikan, atau kesehatan. Dalam pernyataan tersebut berarti Yayasan dapat
mendirikan sebuat rumah sakit karena mempunyai tujuan layanan kesehatan.

1.3 Terdapat banyak perundang-undangan pada dasarnya mengatur tentang “setiap
orang” adalah perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum
maupun bukan badan hukum bertujuan sama yaitu memidanakan sesuatu yang

bukan orang yaitu badan hukum.



2. Siapakah yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap rumah

sakit yang didirikan oleh Yayasan yang mencemari lingkungan dengan

membuang limbah medis tanpa adanya pengelolaan limbah?

2.1.

2.2.

B. Saran

Saran

Dalam hukum pidana, perngertian korporasi memiliki arti luas seperti yang
diatur di Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana,
yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik
merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dari pernyataan
tersebut, maka Yayasan dapat juga dikatakan sebuah korporasi karena Yayasan
merupakan suatu badan hukum.

Apabila sebuah rumah sakit yang didirikan oleh Yayasan melakukan tindak
pidana lingkungan dengan membuang limbah dengan sembarangan, maka yang

dipidana adalah Yayasan yang mendirikan rumah sakit tersebut.

adalah hasil yang dapat ditarik merujuk pada kesimpulan dari pokok

permasalahan dari suatu penelitian. Adapun merujuk pada kesimpulan yang ada, maka

terdapat saran yang dapat diajukan pada penielitian ini, yaitu:

1.

Diperlukan adanya pengertian yang lebih jelas lagi mengenai kata “setiap orang”
dalam perundang-undangan karena adanya pengertian yang berbeda mengenai
kata “setiap orang” dari masing-masing perundang-undangan agar dalam
pemidanaan seseorang atau suatu badan dapat jelas dengan berdasar pada arti
kata “setiap orang”.

Jika Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha harus benar-benar dipantau agar
sesuai dengan tujuan dari pendirian Yayasan tersebut. Dalam penelitian ini,
Yayasan mendirikan rumah sakit, maka rumah sakit tersebut harus dipantau
oleh pengurus Yayasan agar melakukan kegiatan perumahsakitan sesuai dengan

aturan.
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